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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan

hak asuh anak (hadhanah) antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 02 Juli

1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Guru  Pegawai  Negeri  Sipil,  bertempat  tinggal  di

XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah,

dalam hal ini  memberi  kuasa khusus kepada Sulasih,

S.H., Advokat, berkantor di Desa Tambakagung RT 09

RW  02  Kecamatan  Kaliori,  Kabupaten  Rembang,

Provinsi Jawa tengah, dengan domisili elektronik pada

alamat  email: Sulasih364@gmail.com, berdasarkan

Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  20  Agustus  2024  yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang

Nomor  469/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg,  tanggal  04

September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK  -,  tempat  dan  tanggal  lahir  Banyumas,  04  Maret

1987,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan  Karyawan  Koperasi,  bertempat  tinggal  di

XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Rembang,  Nomor
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755/Pdt.G/2024/PA.Rbg,  tanggal  04  September  2024,  telah  mengajukan

gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sebagai  suami

isteri  yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari   Kamis

tanggal 24 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang sesuai  dalam Kutipan Akta

Nikah  Nomor  :  XXXXX  tertanggal  24  September  2009  pada  saat  itu

Penggugat berstatus  Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;  

2. Bahwa selama pernikahan 15 tahun,  Penggugat  dengan

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXX

Kabupaten Rembang kurang lebih selama 10 tahun, lalu  pindah kerumah

milik bersama di XXXXX XXXXX Kabupaten Rembang kurang lebih selama

3 tahun 6 bulan dan selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat

dengan Tergugat  telah melakukan hubungan layaknya suami  istri  (ba'da

dukhul)  dan  telah  dikaruniai  satu  orang  anak  laki-laki  bernama  ANAK

PERTAMA, lahir di Rembang, 31 Mei 2018 ( umur 6 tahun), anak tersebut

dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Januari 2023

sering terjadi  pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :  Tergugat

kurang  memberikan  uang  nafkah  kepada  Penggugat  untuk  mencukupi

kebutuhan sehari-hari, uang Tergugat untuk kepentingan Tergugat   sendiri.

Untuk  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  semua  di  topang  oleh

Penggugat  yang  bekerja  sebagai  PNS.  Tergugat  terlilit  banyak  hutang

 dkantor  Tergugat,  tetapi  kegunaan uang tersebut  untuk apa,  Penggugat

tidak  mengetahui.  Saat  Penggugat  mengetahui  banyaknya  hutang

Tergugat,  Penggugat  menanyakan  uang  tersebut  untuk  apa?  Tergugat

menjawab untuk  menalangi  angsuran  nasabah.  Karena  merasa  kasihan

kepada  Tergugat,  Penggugat  ikut  membayar  hutang  Tergugat  dengan

berhutang  ke  adik  dan  orang  tua  Penggugat  untuk  melunasi  hutang

tersebut.  Tetapi  setiap  Penggugat  melunasi  hutang-hutang  Tergugat,

Tergugat akan mengambil pinjaman kembali bahkan berhutang ke teman

ataupun  tetangga.  Penggugat  sering  didatangi  penagih  hutang  dari

tetangga sekitar dan teman - teman Penggugat dan Tergugat. Penggugat
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bersabar dan selalu memaafkan Tergugat dan menasehati Tergugat untuk

berubah tetapi Tergugat tidak menghiraukan keinginan Penggugat. Karena

hal  tersebut  selalu  memicu  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  terus

menerus antara Penggugat dan Tergugat;  

4. Bahwa  puncak  pertengkaran  dan  perselisihan  antara

Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  Maret  2023  disebabkan

Terggugat sudah keterlaluan dengan sikapnya, Tergugat semakin menjadi

dengan mengumpulkan banyak hutang. Setiap hutang Tergugat di   lunasi

Penggugat, Tergugat akan kembali berhutang. Karena sudah kecewa dan

sudah dibatas kesabaran,  Penggugat  capek dengan ulah Tergugat  yang

memiliki  banyak hutang juga petugas yang menagih hutang, mendatangi

Penggugat. Penggugat mempersilakan Tergugat pergi dari rumah bersama.

Penggugat seperti diteror karena selalu diancam oleh para penagih hutang,

sedangkan  hutang-hutang  Tergugat,  Penggugat  tidak  pernah

mengetahuinya;

5. Bahwa  sejak  bulan  Maret  2023  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  1  tahun  6   bulan  masing-

masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;  

6. Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama

XXXXX,  lahir  di  Rembang,  19  Mei  2021,  NIK :  XXXXX saat   ini  tinggal

bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan tumbuh kembang

anak,  rasa  kasih  sayang  Penggugat  terhadap  anak  tersebut  maka

Penggugat  mohon  agar  anak  tersebut  ditetapkan  berada  dalam

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;  

7. Bahwa Penggugat merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil)

dan telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Rembang berdasarkan

Surat  Keputusan Bupati Rembang Nomor : XXXXX tertanggal 19 Agustus

2024. Tentang pemberian izin Perceraian atas nama PENGGUGAT NIP :

XXXXX  Guru  Kelas  SD  Negeri  XXXXX  pada  Dinas  XXXXX  Kabupaten

Rembang;

Berdasarkan  pertimbangan  serta  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Rembang  berkenan

mengadili dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughro  Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ). 

3. Menetapkan  bahwa  Penggugat  sebagai  pemegang  hak

hadhanah/hak asuh terhadap ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 31 Mei

2018. 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut

hukum. 

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat

panggilan (relaas) melalui Surat Tercatat Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang

disampaikan  pada  tanggal  07  September  2024  dan  17  September  2024,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa Kuasa Penggugat  telah menyerahkan asli  surat  gugatan dan

surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu

Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang

masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati

Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  dan  rukun

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh dan

menyerahkan  Surat  Keputusan  Bupati  Rembang  Nomor  XXXXX  tentang

Pemberian  Izin  Perceraian  Atas  Nama  PENGGUGAT,  XXXXX  NIP.  XXXXX

Guru  Kelas  SD  Negeri  XXXXX  Pada  Dinas  XXXXX  Kabupaten  Rembang

tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perbaikan pada posita

angka 6 yang pada pokoknya ada perubahan identitas anak pada posita angka

6 yang benar ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 31 Mei 2018;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama

PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang,

Provinsi  Jawa Tengah  tanggal  19  Januari  2023.  Bukti  surat  tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu  oleh Hakim diberi  tanggal,

paraf dan diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXXX,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang,

Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 September 2009. Bukti surat tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu  oleh Hakim diberi  tanggal,

paraf dan diberi tanda P.2; 

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  XXXXX,  atas

nama  ANAK  PERTAMA,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Rembang tanggal 06

Juni  2018.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi  Surat  Keputusan  Bupati  Rembang  Nomor

XXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama PENGGUGAT,

XXXXX NIP. XXXXX Guru Kelas SD Negeri XXXXX Pada Dinas XXXXX

Kabupaten Rembang, yang dikeluarkan oleh Bupati Rembang tanggal

19 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:
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putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI  1  PENGGUGAT,  umur  39  tahun,  agama  Islam,

pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat

tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku

sebagai  Asisten  Rumah  Tangga  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama

ANAK PERTAMA;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di XXXXX;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  rumah  tangga  Penggugat

dan  Tergugat  pada  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak

Januari  2023 mulai  tidak harmonis lagi  karena antara Penggugat

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat

dengan Tergugat;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut  disebabkan  karena  Tergugat  kurang

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  suka

berhutang;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

yang lalu hingga sekarang;

Bahwa  saksi  mengetahui  sendiri  jika  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal  sebab  Penggugat  dan

Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  selama  berpisah  tempat

tinggal,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  terjalin  komunikasi

yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan

kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal,  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  dan  diasuh  oleh

Penggugat;

 Bahwa  selama  dalam  asuhan  Penggugat,  anak

Penggugat  dan  Tergugat  dalam  keadaan  baik  dan  terawat

kesehatannya;

 Bahwa  selama  ini  Penggugat  tidak  pernah  bertindak

kasar,  seperti  memukul  atau  memarahi  anak  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  Penggugat  tidak  pernah  menghalangi  Tergugat

untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa  yang  membiayai  anak  Penggugat  dan  Tergugat

selama ini adalah Penggugat;

2. SAKSI  2  PENGGUGAT,  umur  36  tahun,  agama  Islam,

pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXX,

Kabupaten  Rembang,  dalam  persidangan  mengaku  sebagai  teman

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat

adalah pasangan suami isteri;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  anak  bernama

ANAK PERTAMA;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat

sesudah menikah bertempat tinggal bersama di XXXXX;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak

Januari  2023 mulai  tidak harmonis lagi  karena antara Penggugat

dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  sendiri

Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  perselisihan  dan

pertengkaran antara  Penggugat  dan Tergugat  disebabkan karena
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Tergugat  kurang  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan

Tergugat suka berhutang;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Penggugat  dan  Tergugat

telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang

lalu sampai sekarang;

Bahwa  saksi  mengetahui  langsung  jika  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal  karena  Penggugat  dan

Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  selama  berpisah  itu

Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik

serta tidak pernah rukun lagi;

Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat

dan Tergugat berpisah, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi,  selama  diasuh  oleh

Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan

terawat kesehatannya;

 Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat tidak

pernah bertindak kasar, seperti  memukul ataupun memarahi anak

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika

ingin bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa  sepengetahuan  saksi,  yang  membiayai  anak

Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatan  semula  untuk  bercerai  dengan

Tergugat serta mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  surat  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  adalah

mengenai  cerai  gugat  antara  orang  Islam  yang  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf  a  angka 9,  maka

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya mendalilkan

Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  yang  telah

tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  juncto  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan

hukum  dan  kepentingan  hukum  (rechtsbevoegheid)  dalam  perkara  a  quo,

sehingga  Penggugat  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan  gugatan

perceraian perkara a quo (legitima persona standi in judicio);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Penggugat  memberikan

kuasa khusus kepada Sulasih, S.H., Advokat, berkantor di Desa Tambakagung

RT 09 RW 02 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa tengah,

dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  email: Sulasih364@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 469/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg,

tanggal 04 September 2024

Menimbang,  bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat  tersebut  di

atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk

bertindak di  muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan,  maka Hakim perlu  terlebih  dahulu  mempertimbangkan keabsahan

pemberian kuasa dalam perkara a quo dari dua aspek. Aspek pertama adalah

sifat  kekhususan surat  kuasa untuk  tampil  di  muka persidangan dan aspek

kedua adalah tentang pihak penerima kuasa in casu advokat/pengacara;

Menimbang,  bahwa  aspek  pertama  yang  berkaitan  dengan  aspek

kekhususan  pemberian  kuasa  untuk  bertindak  di  muka  persidangan  diatur

dalam Pasal 123 ayat (1) HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 1959 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 juncto

Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  1971  juncto Surat  Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus

menyebutkan  dengan  jelas  dan  spesifik  surat  kuasa  untuk  berperan  di

pengadilan, menyebut kompetensi  relatif,  menyebut identitas dan kedudukan

para  pihak,  dan  menyebut  secara  ringkas  dan  konkret  pokok  dan  obyek

sengketa yang diperkarakan;

Menimbang,  bahwa setelah  mencermati  surat  kuasa dari  Penggugat

kepada kuasanya,  Hakim menilai  surat  kuasa itu  telah menyebutkan secara

khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap

menyebutkan  pemberi  dan  penerima  kuasa,  menyebutkan  identitas  dan

kedudukan  para  pihak,  menyebutkan  kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama

Rembang,  serta menyebutkan secara ringkas dan konkret  pokok dan obyek

perkara  yang  dikuasakan,  in  casu  pemberian  kuasa  yang  tercantum dalam

surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak. Berdasarkan

pertimbangan  tersebut  Hakim  berkesimpulan  surat  kuasa  Penggugat  dalam

perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan

dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  aspek  kedua  dalam  pemberian  kuasa  untuk

bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara a

quo yang  ternyata  adalah  advokat/pengacara.  Terhadap  penerima  kuasa

tersebut  Hakim  berkesimpulan  penerima  kuasa  adalah  benar  sebagai

advokat/pengacara  yang  berhak  menerima  kuasa  untuk  bertindak  di  muka

persidangan  dan  telah  menjalankan  sumpah/janjinya  sebagai

advokat/pengacara  sebagaimana  tertuang  dalam  dokumen  Kartu  Tanda

Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana
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sesuai dengan ketentuan Pasal 1 juncto Pasal 4 ayat (1) junctis Pasal 30 ayat

(1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat juncto

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember

2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang

telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat

kepada  kuasanya yang  berprofesi  sebagai  advokat/pengacara  adalah  sah

sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka

persidangan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak sebagai Penggugat

secara formil;

Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil

sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun

1990,  untuk  melakukan  perceraian,  kepadanya  diwajibkan  memperoleh  izin

terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata

Penggugat telah  memperoleh  dan  menyerahkan  Surat  Keputusan  Bupati

Rembang  Nomor  XXXXX  tentang  Pemberian  Izin  Perceraian  Atas  Nama

PENGGUGAT, XXXXX NIP. XXXXX Guru Kelas SD Negeri XXXXX Pada Dinas

XXXXX Kabupaten Rembang tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya

Penggugat diberi izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Sehingga

dengan  itu,  ketentuan  yang  digariskan  pasal  tersebut  di  atas  dinilai  telah

terpenuhi dalam perkara a quo;

Ketidakhadiran Tergugat 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

melalui Surat Tercatat Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang disampaikan pada

tanggal 07 September 2024 dan 17 September 2024, sebagaimana ketentuan

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Surat Edaran

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Tata  Cara  Panggilan  dan
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Pemberitahuan Melalui  Surat Tercatat,  Tergugat telah dipanggil  secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah (default without reason);

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan

tidak hadir  dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,

sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan

Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara 

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  surat  gugatan

Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat

pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara  terus  menerus.  Atas  dasar  itu,

Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang,  bahwa  dari  alasan  perceraian  yang  dikemukakan

Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil  telaah terhadap surat gugatan

Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian

yang  dikumulasikan  dengan  tuntutan  hak  asuh  anak  (hadhanah).  Terhadap
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adanya kumulasi gugatan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai

berikut:

 Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara

a quo, Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi

obyektif,  yaitu  penggabungan  beberapa  tuntutan  terhadap  beberapa

peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan

perceraian dan gugatan hak asuh anak (hadhanah);

 Bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan hak

asuh  anak  (hadhanah)  telah  diatur  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:

“gugatan  soal  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta

bersama  suami  istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan

perceraian  ataupun  sesudah  putusan  perceraian  memperoleh  kekuatan

hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim

menilai  kumulasi gugatan dalam perkara  a quo memiliki  hubungan erat atau

koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara

a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  mengenai  hak  asuh  anak

(hadhanah) merupakan tuntutan yang bersifat assesoir sebagai akibat langsung

dari gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara a quo,

maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat

tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya  dengan

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR  juncto  Pasal  1865

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan

dipertimbangkan sebagai berikut: 

 Bahwa bukti  P.1  sampai  dengan  P.4  yang  diajukan  Penggugat

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen,  telah  dicocokkan  dengan

aslinya  ternyata  cocok,  dan  isinya  relevan  dengan  materi  perkara  ini.

Dengan  demikian,  bukti  tersebut  dapat  diterima  dan  dipertimbangkan,

sebagaimana  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  dan Pasal  5  Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

 Bahwa  bukti  P.1  sampai  dengan  P.4  merupakan  akta  autentik

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai

nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende

bewijskracht),  sebagaimana ketentuan Pasal  165 HIR  juncto  Pasal  1870

KUHPerdata;

 Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan

domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti

tersebut  sekaligus  menegaskan  kembali  bahwa  Pengadilan  Agama

Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara

a quo;

 Bahwa bukti P.2 dalam perkara a quo merupakan bukti terhadap

suatu  perkawinan  berdasarkan  agama  dan  perundang-undangan.

Berdasarkan  bukti  tersebut,  harus  dinyatakan  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 September

2009, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan

perkawinan  tersebut  dijadikan  alas  dasar  oleh  Penggugat  untuk

mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum  Islam  telah  terpenuhi,  sehingga  Penggugat  memiliki  kapasitas

sebagai pihak dan mempunyai  legal standing  untuk mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat;

 Bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  terbukti  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 31 Mei

2018 (umur 6 tahun 3 bulan);

 Bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil telah diberi izin untuk melakukan perceraian dengan

Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  selain  bukti  surat,  Penggugat  juga  telah

mengajukan  bukti  berupa  2  (dua)  orang  saksi  yang  telah  memberikan

keterangan  sebagaimana  tertuang  dalam  duduk  perkara  yang  akan

dipertimbangkan sebagai berikut:

 Bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  telah  sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juncto  Pasal  134  Kompilasi

Hukum  Islam.  Selain  itu,  para  saksi  Penggugat  masing-masing  sudah

dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan

di  depan sidang satu persatu secara bergantian,  hal  mana telah sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  144,  145,  dan  147  HIR,  sehingga  para  saksi

Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar

keterangannya;

 Bahwa  keterangan  para  saksi  Penggugat  pada  pokoknya

merupakan rangkaian keterangan mengenai:

 Bahwa  sejak  Januari  2023,  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering

berselisih  dan  bertengkar  yang  disebabkan  Tergugat  kurang

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berhutang;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang,

dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang

baik dan tidak pernah rukun lagi;

 Bahwa  sudah  ada  upaya  untuk  merukunkan  kembali

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal,  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  dan  diasuh  oleh

Penggugat;

 Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat

dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya;

 Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah bertindak kasar,

seperti memukul atau memarahi anak Penggugat dan Tergugat;
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 Bahwa  Penggugat  tidak  pernah  menghalangi  Tergugat

untuk bertemu dengan anak tersebut;

 Bahwa  yang  membiayai  anak  Penggugat  dan  Tergugat

selama ini adalah Penggugat;

 Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat

tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan

dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu

keterangan  para  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

 Bahwa  oleh  karena  saksi-saksi  Penggugat  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

 Bahwa  dalil-dalil  Penggugat  sepanjang  yang  dikuatkan  oleh

keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti; 

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  sah

yang menikah pada tanggal  24 September 2009, dan hingga kini  belum

pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama

ANAK PERTAMA, lahir tanggal 31 Mei 2018 (umur 6 tahun 3 bulan);

3. Bahwa sejak Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  karena  sering  berselisih  dan

bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada

Penggugat dan Tergugat suka berhutang;

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

5. Bahwa  selama  berpisah  itu,  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun

lagi;

6. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  diupayakan

untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
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7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat

dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya;

9. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah bertindak kasar,

seperti memukul atau memarahi anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa  Penggugat  tidak  pernah  menghalangi  Tergugat

untuk bertemu dengan anak tersebut;

11. Bahwa  yang  membiayai  anak  Penggugat  dan  Tergugat

selama ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

memberi pertimbangan sebagai berikut:

 Bahwa  ketentuan  hukum  yang  terkandung  dalam  Pasal  39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  mengatur

bahwa  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  di  mana

antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah

Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa

di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran

terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga;

 Bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2018  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan

Tugas  Bagi  Pengadilan  diatur  bahwa  oleh  karena  perceraian  itu  akan

mengakhiri  lembaga  perkawinan  yang  bersifat  sakral,  mengubah  status

hukum  dari  halal  menjadi  haram  dan  berdampak  luas  bagi  struktur

masyarakat  dan  menyangkut  pertanggungjawaban  dunia  akhirat,  maka

perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken

marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;
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 Bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu

perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1) Perkara  perceraian  dengan  alasan  suami/istri  tidak

melaksanakan  kewajiban  nafkah  lahir  dan/atau  batin,  hanya  dapat

dikabulkan  jika  terbukti  suami/istri  tidak  melaksanakan  kewajibannya

setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti

suami/isteri  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus  atau  telah

berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2023  tentang

Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung

Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang

mengatur  bahwa  perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

tinggal  paling  singkat  6  (enam)  bulan  kecuali  ditemukan  fakta  hukum

adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  di  atas,  maka

terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu: 

a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 

b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan 

c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang rumah tangganya sejak Januari 2023 sudah tidak rukun dan

harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat

kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berhutang,

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan  yang  lalu  hingga  sekarang,  menunjukkan  adanya  disharmoni  dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal  antara

Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga

sekarang,  dan  selama  berpisah  tempat  tinggal  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi  yang baik serta tidak pernah rukun

lagi,  bahkan  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  diupayakan  untuk  rukun

kembali,  namun  tidak  berhasil,  lalu  dihubungkan  pula  dengan  kesimpulan

Penggugat  yang tetap  ingin  bercerai  dengan Tergugat,  menunjukkan bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling

memperdulikan  sebagai  akibat  dari  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran

secara  terus  menerus  di  antara  keduanya,  sehingga  patut  diindikasikan

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat

menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami

istri.  Oleh  sebab  itu,  Hakim  menilai  unsur  “perselisihan  dan  pertengkaran

menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah

terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  dengan

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan

Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  namun  tidak  berhasil,  sehingga  unsur

“pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil”  juga

telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah

(breakdown marriage);

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  abstraksi  hukum  Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah

terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan
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tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami

isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi

alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

selanjutnya Hakim mengambil  alih isi  yurisprudensi  tersebut  di  atas sebagai

bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

dalil  gugatan  Penggugat  tentang  ketidakharmonisan  rumah tangganya  patut

dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran

suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,

ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga

yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia

menciptakan  pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu

sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang

berpikir.”

dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019

juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang,  bahwa  membiarkan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dan  Tergugat  tetap  berlangsung  seperti  ini  tidak  akan  memberi  harapan

kebaikan (mashlahah),  justru  sebaliknya dapat  menimbulkan  dlarar  (bahaya)

mudharat dan  mafsadat yang berpotensi  ditimbulkan akibat perselisihan dan

pertengkaran antara suami isteri.  Keadaan rumah tangga yang demikian itu,

jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus

menerus. Oleh sebab itu,  jika keadaan seperti  itu terjadi,  maka menghindari
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kemudharatan  (mafsadat)  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  mengharapkan

kebaikan (mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya : “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan

pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz

7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat  dan mengambil  alih

pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

Artinya:  “Mazhab  Maliki  membolehkan  pemisahan  (suami-isteri)

bilamana disebabkan  perselisihan  atau  kemudaratan  guna

mencegah  pertikaian,  sehingga  kehidupan  rumah  tangga

(suami-isteri)  tersebut  tidak  berubah  menjadi  petaka  dan

bencana,  sesuai  sabda  Rasulullah  saw.:  “Tidak  boleh

berbuat  mudarat  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain”.

Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan

gugatan kepada  Hakim.  Jika  kemudaratan  dan  kebenaran

(dalil)  gugatannya  tersebut  terbukti,  maka  Hakim

menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri

tidak  mampu  membuktikannya,  maka  gugatan  tersebut

ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada

cukup alasan bahwa antara suami isteri  itu tidak akan dapat rukun sebagai

suami  isteri.” Merujuk  pada  pertimbangan-pertimbangan  sebelumnya,  selain

dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan
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hukum,  ternyata  Hakim  juga  telah  menemukan  cukup  alasan  untuk

menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat

untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  talak  yang  akan  dijatuhkan  dalam

perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh

karena  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  bercerai  sebelumnya,  maka

sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara  a quo

akan diputus dengan menjatuhkan talak satu  ba’in sughra  Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  talak  satu  ba'in  sughra di  atas

sebagaimana  ketentuan  Pasal  119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam adalah

talak  yang  tidak  boleh  dirujuk  tapi  boleh  akad  nikah  baru  dengan  bekas

suaminya meskipun dalam masa iddah;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang merupakan

gugatan pokok dalam perkara a quo telah dikabulkan, maka gugatan mengenai

hak asuh anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar

anak  Penggugat  dan  Tergugat  bernama  ANAK  PERTAMA ditetapkan  hak

asuhnya pada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  adanya  gugatan  hadhanah ini,

Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa pengaturan tentang  pemeliharaan  anak  terdapat

dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

 Pasal  105 Kompilasi  Hukum Islam  menyebutkan bahwa

dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyis atau  belum

berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyis diserahkan

kepada  anak  itu  untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai

pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
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 Pasal  41 huruf  a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)

menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

 Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah

terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 (selanjutnya

disebut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak)  menegaskan  bahwa  orang

yang  diberi  hak  untuk  memegang  hak  asuh  anak  harus  bisa  menjamin

bahwa hak-hak  anak  tetap  terpelihara  dengan  baik  sehingga  anak  bisa

tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang,  bahwa  prinsip  yang  perlu  diketahui  para  pihak  adalah

bahwa  pengasuhan anak  merupakan  kegiatan  dan  tugas  untuk  menjaga,

mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan

mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling

pokok  yang  dijadikan  pertimbangan  dalam memutuskan  sengketa  hak  asuh

(hadhanah) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri

bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang,  bahwa  penetapan  siapa  yang  paling  berhak  mengasuh

dalam rangka  memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan

prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah

satunya  adalah  prinsip  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  sebagaimana

diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang,  bahwa  dalam Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang

Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  asas

kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang

menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan

legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus

menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang

paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa  demi  mencapai  kepentingan  terbaik  bagi  anak,

maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-

masing.  Oleh  karenanya,  pihak  yang  nantinya  dinyatakan  tidak  berhak
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melakukan  hadhanah tidak  perlu  merasa  dikalahkan  bilamana  putusan  itu

mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak

yang  dinyatakan  berhak  melakukan  hadhanah tidak  perlu  merasa  menang

sehingga  memandang  hubungan  anak  dengan  pihak  yang  dinyatakan  tidak

berhak melakukan hadhanah menjadi putus;

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  siapa  yang  berhak  ditunjuk

sebagai  pemegang  hak  asuh  (hadhanah)  anak  adalah  pihak  yang  dapat

menjamin  terpeliharanya  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  sebagaimana

disebutkan  dalam  Pasal  41  huruf  a  Undang-Undang  Perkawinan.  Oleh

karenanya,  Pengadilan  akan  mempertimbangkan  fakta-fakta  di  persidangan

untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang

hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  105 huruf a dan b Kompilasi

Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan

anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah

hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan

kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang

hak pemeliharaannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Buku  II  tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Peradilan Agama edisi  tahun

2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas)

tahun  dapat  dialihkan  pada  ayahnya,  bila  ibu  dianggap  tidak  cakap,

mengabaikan  atau  mempunyai  perilaku  buruk  yang  akan  menghambat

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah ditemukan menunjukkan

bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA,

lahir tanggal 31 Mei 2018 (umur 6 tahun 3 bulan). Jika mengacu pada usia anak

tersebut,  maka berdasarkan ketentuan Pasal  105 huruf  a  Kompilasi  Hukum

Islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut  dapat disimpangi  jika terbukti

bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai  perilaku buruk

yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual

dan  agama  si  anak.  Namun  demikian,  dari  fakta  hukum  yang  ditemukan,

setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat  tinggal  dan  diasuh  oleh  Penggugat,  serta  selama  dalam  asuhan

Penggugat,  anak Penggugat  dan Tergugat  dalam keadaan baik dan terawat

kesehatannya. Selain itu, selama ini Penggugat tidak pernah bertindak kasar,

seperti memukul atau memarahi anak itu. Begitu pula Penggugat tidak pernah

menghalangi  Tergugat  untuk  bertemu  dengan  anak  tersebut,  serta  yang

membiayai  anak  Penggugat  dan  Tergugat  selama  ini  adalah  Penggugat.

Rangkaian  fakta tersebut sekaligus  menunjukkan bahwa Penggugat dianggap

cakap  dalam  mengasuh  anak  tersebut.  Oleh  karenanya,  maka  gugatan

Penggugat  terkait  hak  asuh  anak  ini  patut  untuk  dikabulkan,  dan  Hakim

menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh (hadhanah)  atas anak

bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 31 Mei 2018 (umur 6 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat fuqaha

(ahli  fiqih)  yang  termaktub  dalam  kitab  Baijuri, juz  II,  halaman  195  yang

selanjutnya diambil  alih  sebagai  bahan pertimbangan Hakim,  yang berbunyi

sebagai berikut:

إذاَ لُ فَََارَقَ وَإ نهَْا وَلَََهُ زَوْجَتَََهُ الرّجََُ يَ وَلَََدٌ مإ فَهإ

بإحَضَانتَإهإ أحََقّ
Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia 

mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, 
maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Hakim  juga  perlu

mengetengahkan  keputusan  yang  diberikan  oleh  Khalifah  Abu  Bakar  saat

memutus sengketa  hadhanah  antara  ‘Umar  bin  al-Khatthab  dengan  mantan

istrinya. Dalam keputusannya itu, Khalifah Abu Bakar menetapkan mantan istri

‘Umar bin al-Khatthab atau ibu dari anak itu dengan menguraikan sifat yang

umumnya dimiliki  oleh ibu, yaitu lebih cenderung memberikan kasih sayang,

lebih halus, lebih pemurah, dan lebih penyantun kepada anaknya. Hal tersebut

dapat  diketahui  dari  ucapan  Khalifah  Abu  Bakar,  sebagaimana  ditemukan

dalam Kitab  al-Darari al-Madliyyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah juz II, halaman

248, karangan Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani sebagai berikut:

قّإه ََ يَ أحَََ ََفُ وَأرَْحَمُ وَأحَْنىَ وَهإ ََفُ وَألَطََْ يَ أعَْطََ

بإوَلدَإهَا مَالمَْ تتَزََوّجْ
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  Artinya: “Dia (ibu) lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih 
pemurah, lebih penyantun dan penyayang. Ia lebih berhak atas 
anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.”

Menimbang,  bahwa dalam Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor 239  K/SIP/1968  tanggal  15  Maret  1969,  102  K/SIP/1973

tanggal  24  April  1975,  27  K/AG/1982  tanggal  31  Agustus  1983  terdapat

abstraksi  hukum bahwa yang  lebih  berhak  merawat  anak  yang  masih  kecil

adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap

anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang

tuanya telah bercerai  maka sulit  bagi  kedua orang tuanya dapat  mengasuh

secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis  anak akan

terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat

tinggal;

Menimbang,  bahwa  anak  merupakan  buah  hati  bagi  kedua  orang

tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak

atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan

kasih sayang;  

Menimbang,  bahwa  meskipun  Penggugat  telah  ditetapkan  sebagai

pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi hal ini tidak menutup dan

menghilangkan  hak  Tergugat  sebagai  ayah  kandung  untuk  bertemu  dan

mengunjungi  anaknya  demi  meluapkan  rasa  cinta  dan  kasih  sayang

sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu

kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan

berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal

ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas,

Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada

Tergugat  jika  ingin  bertemu  dengan  anaknya  itu.  Kewajiban  tersebut  akan

dituangkan  dalam  amar  putusan  perkara  ini  sebagaimana  dikehendaki

Rumusan  Hukum  Kamar  Agama  angka  4  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
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Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2017  Sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  sebagai  konsekuensi  atas  kewajiban  dimaksud,

apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadhanah) anak tidak memberi

akses  atau  berusaha  menghalang-halangi  Tergugat  bertemu  anaknya  atau

sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi

dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh

(hadhanah) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Konklusi

Menimbang,  bahwa dari  pertimbangan-pertimbangan terdahulu,  telah

diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125

HIR,  gugatan Penggugat  dapat  dikabulkan dengan verstek,  dan selanjutnya

akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi

dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh

(hadhanah) terhadap anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 31 Mei

2018  dengan  kewajiban  agar  Penggugat  memberikan  akses  kepada

Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara  ini  sejumlah  Rp285.000,00  (dua  ratus  delapan  puluh  lima  ribu

rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 September

2024 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  19  Rabiul  Awal 1446 Hijriah,  oleh

Muhammad  Afif  Yuniarto  S.H.I.,  M.Ag. sebagai  Hakim  Tunggal  pada

Pengadilan  Agama  Rembang.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kasiyono, SH.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara: 

1. Biaya PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp40.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00  +

Jumlah : Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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